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ABSTRACT 

The existing Covid-19 pandemic has had a significant impact on human life throughout the world, 

including in Indonesia. One of the impacts is that it affects all forms of public services where more 

distance is given in providing services to the community, which was originally done face-to-face, now the 

number has been limited and has begun to shift to online public services. In these conditions, the presence 

of government services must immediately transform into online or online form. Where, the application of 

technology in this public service requires an innovation that is creative, easy and accessible to all circles 

of society. As a young generation, we need to contribute in realizing these innovations. Local 

governments that interact directly with the community have carried out public services through several 

applications that are used to manage several population documents, one of which is in Ponorogo 

Regency. However, despite so many obstacles that exist in public services such as the lack of public 

understanding of the existing services. Thus, we would like to conduct a further research in order to 

overcome the existing problems and be able to create a new innovation. In this study, we used a 

descriptive qualitative research method with the type of library research. This research design was 

carried out in several stages such as tracing, recording, and reading various related sources that had 

truth and accurate data. The purpose of this research is to examine the transformation of public services 

in the New Normal Period through E-Government so that it can produce accurate, reliable and 

accountable information. 
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ABSTRAK 

Pandemi Covid-19 yang ada telah menyebabkan dampak yang signifikan bagi kehidupan masyarakat di 

seluruh dunia termasuk negara Indonesia. Salah satu dampaknya berpengaruh pada segala bentuk 

Pelayanan publik dimana lebih diberikan jarak dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, yang 

semula dilakukan dengan bertatap muka secara langsung kini jumlahnya telah dibatasi dan mulai beralih 

kepada pelayanan publik secara online. Pada kondisi seperti ini kehadiran layanan pemerintah harus 

segera bertransformasi dalam bentuk online atau daring. Dimana, penerapan teknologi dalam pelayanan 

publik ini memerlukan adanya sebuah inovasi yang kreatif, mudah dan dapat dijangkau oleh semua 

kalangan masyarakat. Sebagai seorang generasi muda, kita perlu ikut berkontribusi dalam merealisasikan 

inovasi tersebut. Pemerintah daerah yang berinteraksi secara langsung dengan masyarakat sudah 

melakukan pelayanan publik melalui beberapa aplikasi yang digunakan untuk mengurus beberapa 

dokumen kependudukan, salah satunya di Kabupaten Ponorogo. Namun, walaupun begitu banyak kendala 

yang ada didalam Pelayanan Publik seperti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pelayanan yang 
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ada. Sehingga, kami ingin mengadakan sebuah penelitian lebih lanjut guna mengatasi permasalahan yang 

ada dan dapat menciptakan sebuah inovasi terbaru. Pada penelitian ini kami memakai metode penelitian 

secara deskriptif kualitatif menggunakan jenis penelitian kepustakaan. Desain penelitian ini dilakukan 

menggunakan beberapa tahapan seperti menelusuri, mencatat, dan membaca berbagai sumber terkait yang 

mempunyai kebenaran serta data akurat. Adapun tujuan dari adanya penelitian ini berguna untuk 

menelaah transformasi pelayanan publik di Masa New Normal melalui E-Goverment sehingga diharapkan 

dapat menghasilkan sebuah informasi yang akurat serta terpercaya dan dapat dipertanggung jawabkan 

kebenarannya. 

 

Kata Kunci : Covid-19, Pelayanan Publik, Inovasi, Teknologi 

 

1. Pendahuluan    
Seiring dengan perkembangan zaman, terjadi banyak perubahan yang perlu dilakukan 

untuk memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh kebutuhan 

masyarakat dalam melakukan pelayanan publik yang mudah, cepat, serta ekonomis. Namun, 

pelayanan publik yang diberikan masih jauh dari harapan masyarakat. Hal tersebut menyebabkan 

banyaknya laporan dari masyarakat yang dilakukan secara langsung ataupun secara tidak 

langsung. Saat ini dukungan teknologi dalam penerapan inovasi telah dicanangkan pemerintah 

melalui sebuah penerapan teknologi yang biasa disebut dengan istilah “smart city” yang menjadi 

program wajib seluruh pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Smart City adalah sebuah 

konsep pengembangan daerah berbasis ICT yang menyediakan sebuah informasi serta 

infrasturuktur antara pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan potensi yang dimiliki 

oleh daerah tersebut. Untuk merealisasikan adanya Smart City tersebut, terdapat beberapa 

inovasi nyata yaitu pelayanan publik yang memanfaatkan serta berbasis e-Government, hal 

tersebut didefinisikan menjadi sebuah cara agar dapat berinteraksi secara baik antara pemerintah 

dengan masyarakat untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Selain perkembangan teknologi, 

adanya pandemi Covid-19 di Indonesia menyebabkan beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan 

dengan baik sehingga perlu dilakukan dengan beberapa batasan demi megurangi penyebaran 

Covid-19. Hal tersebut menjadi sebuah permasalahan baru yang harus diselesaikan dengan 

menciptakan sebuah inovasi pelayanan publik yang dapat dijangkau oleh masyarakat secara 

keseluruhan. Salah satu pelayanan publik yang memerlukan adanya inovasi adalah pelayanan 

pembuatan e-KTP.   

Menurut Permendagri Nomor 9 Tahun 2011 mengenai panduan dalam menerbitkan kartu 

tanda penduduk menggunakan Nomor Induk Kependudukan secara nasional telah dijelaskan 

pada pasal 2 ayat 1 mengenai tujuan pemerintah menerbitkan KTP Elektronik agar memberikan 

sebuah keamanan mengenai kode serta data kependudukan yang dimiliki oleh masyarakat secara 

nasional. Hal ini juga bermaksud untuk memudahkan dalam peaksanaan sebuah hak sipil atau 

biasa disebut dengan hak perdata bagi penduduk masyarakat secara luas. Pembuatan KTP 

elektronik ini memiliki banyak manfaat daripada KTP biasa sebelumnya, dimana dapat 

mencegah adanya data palsu, ganda, pelacakan teroris serta tindak pidana yang lainnya.  

Pelayanan pembuatan KTP elektronik yang ada di masyarakat belum bisa dilaksanakan 

secara maksimal ditambah lagi dengan adanya pandemi covid-19 dimana seluruh kegiatan 

pelayanan masyarakat seperti pembuatan KTP elektronik harus dilaksanakan dengan beberapa 

pembatasan. Hal tersebut dikarenakan walaupun dinamakan dengan KTP elektronik namun 

pembuatannya dapat dilakukan secara manual dan belum dapat dilakukan secara online. 
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Sehingga menyebabkan adanya beberapa permasalahan yang terdapat dalam proses 

pembuatannya. 

Permasalahan yang ada tersebut juga ditemukan di kabupaten Ponorogo, dimana 

pelayanan publik belum bisa dilaksanakan dengan maksimal, baik secara sarana prasaranan 

hingga sumber daya manusia dalam melakukan proses pelayanan publik. Beberapa permasalahan 

yang ada adalah kurangnya sarana prasarana yang disediakan, kurang adanya inovasi yang ada 

didalam pelayanan, penyampaian informasi yang dilakukan hanya dapat dilakukan secara 

langsung dan media sosial, namun hal tersebut belum dapat direalisasikan secara baik mengingat 

seiring perkembangan teknologi ini banyak inovasi yang diberikan. Sehingga dengan begitu 

harus dapat menciptakan sebuah inovasi baru menyesuaikan dengan perkembangan zaman. 

Sebagai seorang mahasiswa Ilmu Pemerintahan menjadikan sebuah tantangan tersendiri untuk 

dapat mengatasi permasalahan yang ada tersebut dengan menciptakan sebuah inovasi yang tepat, 

bermanfaat, inovatif serta dapat dijangkau oleh seluruh kalangan masyarakat yang ada di 

Kabupaten Ponorogo tanpa terkecuali.  

2. Metode 

Penelitian yang dilakukan dalam pembuatan artikel ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif. Dimana hal ini menggambarkan sebuah keadaan secara nyata yang ada di lingkungan 

masyarakat untuk menghasilkan sebuah data yang terfokus dalam pengamatan yang telah 

dilakukan. Adapun beberapa teknik yang dilakukan untuk mendapatkan data pendukung adalah 

sebagai berikut, yang pertama menggunakan teknik purposive sampling yang dilakukan kepada 

sebagian masyarakat yang telah melakukan pelayanan publik selama masa pandemi covid-19, 

yang kedua melalui wawancara secara langsung yang dilakukan di tempat pelayanan publik dan 

yang ketiga menggunakan teknik pengumpulan data yang didapatkan dari beberapa instansi 

pendukung dalam penelitian ini baik berupa dokumen arsip hingga data dari website. Sumber 

data yang menjadi bahan penelitian ini berasal dari buku, jurnal, website resmi instansi 

pendukung penelitian, dan hasil dari survey dan wawancara yang telah dilakukan sehingga dapat 

menyajikan sebuah data yang tepat, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. 

Sedangkan teknik analisis penyusunan data yang digunakan adalah dengan melakukan sebuah 

reduksi data, penyajian data serta verifikasi kebenaran untuk dapat menarik sebuah kesimpulan.  

3. Studi Kepustakaan  

Konsep Teknologi 

Pengertian teknologi berdasarkan arti leksikal berasal dari bahasa yunani “tecnologia” 

yang memiliki arti sebuah pembahasan sistematik yang berhubungan dengan seluruh seni dan 

kerajinan. Sehingga secara harfiah teknologi dapat diartikan sebagai sebuah seni untuk dapat 

menciptakan serta menggunakannya. Sedangkan pengertian teknologi secara konsep praktis 

menggunakan beberapa kemungkinan berlaku yang dilakukan secara ilmiah dan bisa dikatakan 

bahwa ilmu pengetahuan (body of knowledge) dan teknologi sebagai sebuah seni (state of art) hal 

tersebut memiliki pengertian yang berhubungan dengan proses produksi, tenaga kerja dan sebuah 

keterampilan yang dikombinasikan untuk mencapi sebuah tujuan bersama. 

Pada awalnya teknologi belum bisa berkembang dengan baik. Namun, seiring dengan 

kemampuan yang dimiliki oleh manusia mengenai tingkat kebudayaan dan peradaban teknologi 

dapat berkembangan secara cepat. Hal tersebut sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh 

manusia dengan dibarengi adanya sarana prasarana yang mendukung perkembangan teknologi. 

Hal ini menyebabkan beberapa kegiatan manusia digantikan oleh tenaga mesin untuk 

memudahkan, mempercepat, dan mencapai sebuah tujuan yang lebih. Dengan adanya 
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perkembangan teknologi ini harus dibarengi dengan pengetahuan serta kemampuan yang baik 

agar dapat menggunakan dan menciptakan teknologi dengan baik. 

Pelayanan Publik 

Menurut Undang-Undang No.25 tahun 2009 tentang pelayanan publik menjelaskan 

bahwa pelayanan publik adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk 

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap 

warga negara dan penduduk berdasarkan barang, jasa, serta pelayanan administratif yang telah 

disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 

Pelayanan publik ini sangat diperlukan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-

hari. Pelayanan publik ini meliputi sebuah pelayanan administratif, pelayanan barang, pelayanan 

pembangunan, pelayanan utilitas, pelayanan kebutuhan pokok dan pelayanan kemasyarakatan. 

Dimana setiap pelayanan memiliki fungsi dan tujuan masing-masing. Pelayanan publik ini 

melibatkan banyak masyarakat dan dapat menimbulkan adanya beberapa kerumunan ketika 

melakukan kegiatannya. Hal tersebut menjadi permasalahan yang perlu dilakukan sebuah inovasi 

agar dapat menciptakan sebuah pelayanan yang mudah dan praktis tanpa melakukan kegiatan 

langsung dan menyebabkan kerumunan. 

KTP elektronik 

Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik adalah sebuah kartu penduduk yang dibuat oleh 

pemerintah menggunakan sistem komputerisasi. Program e-KTP ini pertama kali ditetapkan oleh 

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, pertama dimulai pada bulan Februari tahun 

2011. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi 

kependudukan menjelaskan bahwa “Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang 

tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK ini merupakan identitas tunggal setiap 

penduduk dan berlaku seumur hidup”. Hal tersebut akan lebih memudahkan ketika membuat 

dokumen penting seperti Kartu Keluarga dan dokumen lainnya. Akan tetapi walau menggunakan 

sistem komputerisasi pembuatan KTP ini perlu dilakukan perekaman secara manual dan dapat 

dilakukan menuju kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil.  

Pandemi Covid-19  

Pandemi Covid-19 yang ada di Indonesia menjadikan beberapa kegiatan terganggu. Hal 

tersebut dikarenakan beberapa kegiatan harus dilakukan dari rumah untuk mengurangi adanya 

penyebaran virus. Hal tersebut menjadi masalah yang mendominasi beberapa bidang yang ada 

seperti bidang pendidikan, bidang sosial kemasyarakatan dan bidang pelayanan publik. Sehingga 

dengan adanya pandemi ini harus bisa mencari sebuah pemecahan masalah yang bisa digunakan 

dalam mengatasi permasalahan yang ada.  

4. Hasil dan Pembahasan 

Untuk dapat melihat mengenai beberapa strategi yang telah digunakan oleh Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo dalam melakukan pelayanan publik 

selama masa pandemi khususnya pembuatan e-KTP akan dibahas lebih lanjut berdasarkan teori 

serta beberapa data yang telah didapatkan. Menurut Heru Purwanto pada bulan Januari 2020, 

kepala bidang pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Dukcapil Ponorogo 

menjelaskan bahwa layanan pembuatan e-KTP menggunakan sistem jemput bola dengan 

mendatangi beberapa instansi sekolah yang ada di Kabupaten Ponorogo, hal tersebut dilakukan 

untuk mengurangi adanya resiko dijalan. Namun, hal tersebut masih memiliki beberapa kendala 

yang dirasakan, karena terdapat sebagian anak yang belum bisa melakukan perekaman e-KTP 

dikarenakan beberapa hal. Selain strategi yang digunakan ini, beberapa cara yang telah dilakukan 
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pemerintah Kabupaten Ponorogo, khususnya Desa Nongkodono adalah memberikan undangan 

pembuatan e-KTP dengan memberikan surat undangan kepada masyarakat secara langsung 

melalui media cetak yang disalurkan melalui perantara masyarakat yang memiliki kewenangan 

seperti perangkat desa. Beberapa strategi yang telah diterapkan tersebut belum bisa dilakukan 

secara maksimal, ditambah lagi dengan adanya pandemi covid-19 yang ada.  

 

 

 

 

Tabel 
Tabel data penduduk per kecamatan berdasarkan jenis kelamin 

di lengkapi dengan jumlah keluarga 

 
Sumber : Data Dinas Dukcapil Kab.Ponorogo 31 Desember 2019 
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Tabel Rekapitulasi Jumlah penduduk Kabupaten Ponorogo 

Menururt Kepemilikan KTP dan Akta Kelahiran s/d Desember 2019 
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  Sumber Data : Dinas Dukcapil Kabupaten Ponorogo 

 

Berdasarkan tabel yang didapatkan dari data dukcapil Kabupaten Ponorogo pada tahun 

2019 masyarakat yang belum memiliki KTP sejumlah 16.117 orang. Hal tersebut menjadi 

kemungkinan bahwa di tahun 2020 akan terjadi adanya pelayanan publik yang sangat banyak 

dalam proses pembuatan serta perekaman e-KTP. Hal tersebut menjadi salah satu permasalahan 

baru yang harus dihadapi mengingat di tahun tersebut terdapat adanya pandemi Covid-19. 

Sehingga kegiatan tersebut menyebabkan meningkatnya angka positif covid-19 yang ada di 

Kabupaten Ponorogo. Dimana selama adanya pandemi Covid-19 yang ada ini Kabupaten 

Ponorogo sering menjadi kabupaten yang memiliki angka Covid-19 yang tergolong tinggi.  

Kasus Covid-19 ini sempat menurun, namun dengan adanya beberapa kegiatan yang 

diselenggarakan dapat menimbulkan adanya kasus baru yang mengakibatkan beberapa kegiatan 
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harus dilakukan dengan beberapa pembatasan untuk mengurangi serta mencegah adanya 

beberapa kasus baru. Hal ini juga disebabkan oleh kurangnya pemahaman serta kesadaran 

masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Jika kegiatan seperti ini belum bisa diselesaikan 

dengan baik, maka akan terjadi adanya beberapa pembatasan yang berkelanjutan dan 

mengganggu adanya kegiatan pelayanan publik di Kabupaten Ponorogo. 

Pada bulan September 2021 berdasarkan data kumulatif dari Provinsi Jawa Timur, 

Kabupaten Ponorogo menepati urutan ketiga dengan jumlah sebanyak 11.637 kasus positif, 

sebanyak 9.823 kasus kesembuhan, sebanyak 1.235 kasus kematian dan sebanyak 579 kasus 

aktif. Hal tersebut masih dapat dikatakan tinggi. Dengan adanya data tersebut, kami melakukan 

sebuah survey yang dilakukan kepada 12 orang secara acak diambil ketika berada di tempat 

umum. Dimana ketika melakukan wawancara dan survey tetap menerpkan protokol kesehatan 

dengan memakai hans sanitizier serta memakai masker.  

 

Grafik 

 

 
Grafik Pernyataan Melakukan Kegiatan Pelayanan Publik 

 

Dari hasil survey yang dilakukan terdapat 66,7% yang melakukan kegiatan pelayanan 

publik di Kabupaten Ponorogo. Hal tersebut sangat jelas walaupun terdapat pandemi namun 

kegiatan pelayanan publik masih dilaksanakan. Tidak dapat dipungkiri, hal tersebut dilakukan 

karena beberapa alasan salah satunya adalah untuk memenuhi kewajiban sebagai warga negra 

yang baik.  
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Grafik Hal yang Perlu di Perbaiki dalam Pelayanan Publik 

 

Dari 12 responden, sebanyak 50% memberikan sebuah masukan bahwa pelayanan publik 

yang ada di Kabupaten Ponorogo memerlukan sebuah penginovasian yang digunakan sebagai 

cara untuk memudahkan melakukan pelayanan publik. Sebanyak 33,3% memberikan masukan 

bahwa harus dilakukan perbaikan dalam sumber daya manusia yang menjadi media penyalur 

ketika melakukan pelayanan publik dan sisanya sebanyak 16,7% memilih untuk melakukan 

sebuah pengembangan dalam sarana prasaranan seperti komputer, alat, serta tempat yang 

digunakan dalam melakukan pelayanan publik. Sehingga sebagai seorang mahasiswa dan 

berdasarkan hasil survey yang dilakukan harus memiliki inovasi yang berguna untuk 

memudahkan kegiatan pelayanan publik yang ada khususnya di Kabupaten Ponorogo.  

 Hal tersebut menjadikan kami termotivasi untuk mencipatakan sebuah aplikasi yang tepat 

guna untuk dapat digunakan dalam proses pembuatan KTP, dari perekaman hingga cetak. Hal ini 

nantinya akan sangat membantu untuk proses pelayanan publik. Selain itu, aplikasi ini juga dapat 

digunakan sesuai dengan perkembangan teknologi yang serba digital. Sehingga dengan adanya 

inovasi ini tidak akan termakan oleh zaman. Pembuatan aplikasi ini juga memerlukan beberapa 

bantuan dari beberapa pihak terkait seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 

Pemerintah Dinas Kabupaten Ponorogo, ahli IT, serta masyarakat yang akan menggunakan 

aplikasi ini. Apabila aplikasi ini dapat terealisasi dengan baik, maka proses pelayanan publik 

yang terdapat di Kabupaten Ponorogo akan terlaksana dengan baik, aman, terpercaya dan mudah. 

5. Kesimpulan 

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik merupakan 

sebuah pelayanan yang penting dan perlu dilakukan. Dengan adanya beberapa cara yang 

dilakukan pemerintah masih dinilai belum dilakukan secraa maksimal. Sehingga diperlukan 

sebuah penginovasian untuk dapat memudahkan kegiatan pelayanan serta dapat digunakan oleh 

masyarakat secara keseluruhan. Jika penginovasian ini dapat dilakukan dengan baik, maka 

“smart city” yang telah direncanakan dapat terealisasi dengan baik.  
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